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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak
(tax compliance) wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan
menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB). Variabel anteseden yang
digunakan meliputi sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), hukum dan penegakan
hukum (law and enforcement), serta potongan pajak (tax rebate), dengan niat kepatuhan pajak
sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini
dilakukan pada wajib pajak orang pribadi karyawan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa
Bagian Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik
purposive sampling terhadap 209 responden, serta pengumpulan data melalui kuesioner. Data
dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan
bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan potongan
pajak berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan norma subijektif,
hukum dan penegakan hukum menunjukkan pengaruh yang relatif lebih lemah. Temuan ini
mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor norma subjektif
dan penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Niat Kepatuhan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Theory Of
Planned Behavior, Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influencing tax compliance among individual taxpayers
in paying Income Tax Article 21 by applying the Theory of Planned Behavior (TPB). The
antecedents variables include attitude, subjective norm, law and enforcement, and tax rebate, with
tax compliance intention as the independent variable and tax compliance as the dependent
variable. This study was conducted on employee taxpayers at PT Pertamina Patra Niaga Regional
Jawa Bagian Tengah. The research employed a quantitative approach using purposive sampling
with 209 respondents, and data were collected through questionnaires. The data were analyzed
using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) with the assistance of
SmartPLS software. The results indicate that attitude, and tax rebate have a significant effect on
tax compliance intention, while subjective norm, law and enforcement show a relatively weaker
effect. These findings indicate that tax compliance is influenced not only by subjective norm and
law enforcement factors but also by psychological and social factors.

Keywords: Tax Compliance, Tax Compliance Intention, Income Tax Article 21, Theory of Planned
Behavior, Individual Taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1
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Nomor 1. Pajak merupakan salah satu sarana untuk pemerataan pendapatan sumber
dana pembangunan negara ataupun pendapatan warga negara. Pajak dibagi atas pajak
pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dikelola oleh
pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak yang disingkat dengan DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertanggung jawab di bawah Kementerian
Keuangan terus berupaya meningkatkan manajemen penerimaan pajak. Upaya tersebut
dilakukan oleh DJP melalui kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan. Melalui
kebijakan perpajakan, DJP berupaya memperbarui kebijakan perpajakan yang tercakup
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian melalui administrasi
perpajakan, DJP berupaya memperbarui sistem internal DJP agar dapat memberikan
layanan terbaik kepada Wajib Pajak. DJP melakukan pelaksanaan administrasi
pemungutan dan pengumpulan pajak pusat yaitu meliputi Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan PBB
(Perkebunan, perhutanan dan pertambangan) (Kemenkeu).

Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak di Indonesia tercatat telah mencapai
Rp1.932,4 triliun atau setara 100,5% dari target yang ditetapkan dan tumbuh 3,5%
dibandingkan tahun sebelumnya (YoY). Menurut wakil menteri keuangan Anggito
Abimanyu penerimaan pajak yang sifatnya transaksional, apakah itu PPh 21, PPh final,
dan PPh dalam negeri. PPh dalam negeri itu tumbuhnya double digit, karena ada
beberapa aktivitas di dalam pembayaran gaji, THR, dan aktivitas ekonomi retail yang
juga membaik. (Kemenkeu.go.id, 2025).

Salah satu dari kategori pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), dimana Pajak
Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh
atau didapatkan oleh subjek pajak baik itu orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan
warisan yang belum terbagi (Kemenkeu). Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada
masyarakat salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana merupakan pajak
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri
(Kemenkeu). Subjek pajak akan dikenakan atas pajak penghasilan apabila telah
menerima ataupun memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang telah berlaku dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai
identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya berbagai permasalah dalam perpajakan saat ini, terutama yang
disebabkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak, dikhawatirkan
dapat memicu keengganan masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan wajib pajak dalam upaya membayar pajak benar-benar penting untuk sistem
perpajakan. Undang-undang pajak diterbitkan bertujuan untuk mengatur tanggung
jawab keseluruhan wajib pajak bahkan sanksi pajak yang diberikan akan optimal apabila
wajib pajak itu sendiri paham dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak
(Beloan dkk. 2019). Hal ini berarti apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam
membayar pajak tinggi maka meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam hal ini Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang semakin krusial, dimana
pemerintah memerlukan pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhannya dan
menjalankan program-program yang telah dirancang. Dengan demikian memahami
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
penghasilan pasal 21 sangatlah penting karena diharapkan dapat menjadi dukungan dan
evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan transformasi dalam merancang atau
menyusun kebijakan, peraturan, strategi pemungutan dan program yang lebih efektif
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untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak penghasilan 21.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan pasal 21
disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut akan dijelaskan dalam
penelitian ini menggunakan teori perilaku yaitu Theory of Planned Behavior (TPB).
Dimana teori ini dipopulerkan oleh Ajzen tahun 1985, 1991, 2005 yang merupakan
pengembangan dari Theory Reasonable Action (TRA) dimana berhubungan dengan
perilaku individu. TPB merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan
oleh niat untuk melaksanakan perilakunya.

Niat sendiri dimaksudkan untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk
mengerjakannya, dimana keinginan dalam hati seseorang untuk melakukan suatu
tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah (Wikipedia). TPB menjelaskan bahwa niat
perilaku dipengaruhi oleh faktor sikap (attitude toward the behavior), norma subjektif
(subjective norm), kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) untuk
melakukan suatu perilaku tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku
kepatuhan individu. Dengan kata lain sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan
kontrol perilaku persepsian dapat secara akurat memprediksi niat untuk melakukan
perilaku (Ajzen, 1991).

Sikap dikenal juga sebagai attitude adalah suatu cara tertentu terhadap suatu
perangsang atau (stimulus) dimana suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara
tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi, baik mengenai orang,
benda-benda, atau situasi-situasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri (Purwanto,
1997). Sikap nasionalisme berpengaruh terhadap niat menjadi patuh, secara tidak
langsung apabila sikap nasionalisme meningkat dan dapat berdampak pada keinginan
serta niat untuk menjadi wajib pajak yang patuh (Bahtiar & Tambunan, 2019). Sikap
berpengaruh terhadap niat dengan nilai signifikansi positif. Wajib pajak percaya bahwa
membayar pajak akan menghasilkan hasil positif, maka mereka cenderung untuk patuh,
dan kecenderungan ini yang membentuk niat (Pangestie & Satyawan, 2019).

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang terhadap kepercayaan orang
rujukannya yang dapat mempengaruhi suatu keputusan ataupun niat untuk melakukan
atau tidak melakukan tindakan yang masih dipertimbangkannya (Suryani & Yushita,
2017). Norma subjektif berpengaruh terhadap niat dengan nilai signifikansi positif
(Pangestie & Satyawan, 2019). Norma subjektif berpengaruh terhadap niat, pengaruh
orang-orang di lingkungan wajib pajak mendorong mereka untuk membayar pajak
sehingga mepengaruhi niat untuk membayar pajak (Maharriffyan & Oktaviani, 2021).

Kontrol perilaku persepsian digunakan untuk mengetahui perasaan individu dan
melihat sejauh mana seseorang dapat mengontrol kegiatan berperilaku di bawah
kendali atau atas keinginan dirinya (Ajzen, 1991). Kontrol keperilakuan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai budaya bugis dalam membayar pajak (Damis dkk.,
2021b). Kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi
oleh niat, dimana kontrol perilaku didorong oleh keyakinan bahwa dia memiliki
kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam setiap keadaan, berkontribusi
baik terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh (Karwur dkk., 2020).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Yusuf Haji-Othman
(2019) dengan perbedaan : pertama, pada variabel dependent dimana dalam penelitian
terdahulu melakukan penelitian mengenai kepatuhan dalam membayar zakat,
sedangkan dalam penelitian saat ini mengenai kepatuhan dalam membayar pajak
penghasilan pasal 21. Kedua, variabel anteseden dimensi dari perceived behavioral
control dari penelitian terdahulu tidak dimasukan semua dalam penelitian saat ini,
dimana variabel anteseden yang dipakai dalam penelitian ini telah disesuaikan dan
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diselaraskan yang hanya berhubungan dengan pajak. Ketiga, objek dalam penelitian
terdahulu dilakukan kepada guru sekolah umum muslim yang berlokasi di Kedabh,
Malaysia, sedangkan penelitian saat ini dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi
karyawan yang bekerja di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.

Alasan memilih wajib pajak orang pribadi karyawan yang bekerja di PT Pertamina
Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah karena PT Pertamina Patra Niaga Regional
Jawa Bagian Tengah merupakan salah satu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Semarang
Tengah, dan berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Semarang Tengah tahun 2024
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan jenis
PPh lainnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan
mengkaji faktor-faktor penentu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar
Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian
Tengah, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Anteseden dan Konsekuensi
Tax Compliance Intention Wajib Pajak di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian
Tengah: An Approach Theory Of Planned Behavior”.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
merupakan penelitian berbasis positivisme dan melibatkan pengumpulan data secara
random dengan instrumen dan analisis statistik (Sugiyono, 2018). Penelitian kuantitatif
adalah jenis penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka dan biasanya
dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial, dengan kata lain,
angka yang diperoleh akan diolah untuk mengetahui bagaimana mereka mempengaruhi
rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan (Silaen, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Attitude (Sikap) terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Attitude (Sikap)
wajib pajak berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar
pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari nilai p values yang dihasilkan 0,000 < 0,05.
Diperoleh juga nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, serta nilai parameter koefisien
positif sebesar 0,541. Sehingga, hipotesis kesatu (H1) diterima, maka dengan demikian
Attitude (Sikap) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib pajak
dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil dari kuesioner maka diperoleh nilai minimum yaitu 24 dan nilai
maksimum sebesar 60, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 49,402.
Variabel ini terdiri atas 12 indikator pernyataan. Nilai rata-rata yang relatif tinggi serta
mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa sebagian besar responden
memberikan jawaban pada kategori setuju (skor 4) terhadap pernyataan yang
menggambarkan Attitude (Sikap) positif terhadap Intention (Niat) kepatuhan pajak. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa responden memiliki pandangan dan penilaian yang
baik terhadap pentingnya membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga,
data ini menunjukkan bahwa Attitude (Sikap) wajib pajak berpengaruh terhadap
Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan
oleh Ajzen (2005), yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku (attitude toward
the behavior) dapat secara akurat memprediksi niat seseorang untuk melakukan suatu
tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude (Sikap) berpengaruh positif dan
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signifikan terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan
Pasal 21. Hal ini berarti semakin positif sikap yang dimiliki wajib pajak terhadap
kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula niat mereka untuk melaksanakan
pembayaran pajak. Responden dalam penelitian ini cenderung memiliki pandangan
positif terhadap pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dan
mendukung pembangunan nasional. Maka, sikap positif yang dimiliki oleh wajib pajak
mampu meningkatkan niat mereka untuk tetap patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pangestie & Satyawan (2019),
Maharriffyan & Oktaviani (2021), serta Yusuf Haji-Othman (2019) yang menyatakan
bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak. Namun, hasil ini tidak
sejalan dengan penelitian Karwur dkk. (2020) dan Dwijayanti dkk. (2021) yang
menemukan bahwa sikap tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Subjective Norm (Norma Subjektif) terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Subjective Norm
(Norma Subjektif) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib pajak
dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari nilai p values yang dihasilkan
0,565 > 0,05. Diperoleh juga nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, serta nilai
parameter koefisien negatif sebesar -0,034. Sehingga, hipotesis kesatu (H2) ditolak,
maka dengan demikian Subjective Norm (Norma Subjektif) wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil dari kuesioner maka diperoleh nilai minimum yaitu 24 dan nilai
maksimum sebesar 60, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 48,239.
Variabel ini terdiri atas 12 indikator pernyataan yang menggambarkan pengaruh
lingkungan sosial, seperti rekan kerja, atasan, dan keluarga, terhadap niat wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Nilai rata-rata yang mendekati skor setuju
(4), namun hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh
signifikan terhadap niat wajib pajak, yang berarti tekanan atau dorongan sosial dari
lingkungan belum cukup kuat untuk memengaruhi niat kepatuhan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang
menyatakan bahwa norma subjektif dapat memengaruhi niat seseorang untuk
berperilaku sesuai dengan tekanan sosial yang dirasakan. Berdasarkan hasil penelitian,
Subjective Norm (Norma Subjektif) tidak berpengaruh signifikan terhadap Intention
(Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini menunjukkan
bahwa dorongan atau pandangan dari lingkungan sekitar, seperti rekan kerja atau
keluarga, tidak cukup kuat untuk memengaruhi niat wajib pajak. Responden dalam
penelitian ini menganggap bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab individu
yang tidak perlu dipengaruhi oleh opini orang lain. Oleh karena itu, meskipun
lingkungan sosial mungkin mendukung kepatuhan pajak, keputusan untuk patuh lebih
banyak didasarkan pada kesadaran pribadi daripada tekanan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusuf Haji-Othman (2019) dan Luluk
Khoiriyah (2024) yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap
niat wajib pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Maharriffyan &
Oktaviani (2021) dan Pangestie & Satyawan (2019)yang menemukan bahwa norma
subjektif berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) terhadap
Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Law and

Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap
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Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari
nilai p values yang dihasilkan 0,545 > 0,05. Diperoleh juga nilai t hitung lebih kecil dari
nilai t tabel, serta nilai parameter koefisien positif sebesar 0,032. Sehingga, hipotesis
kesatu (H3.1) ditolak, maka dengan demikian Law and Enforcement (Hukum dan
Penegakan Hukum) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib
pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil dari kuesioner maka diperoleh nilai minimum yaitu 14 dan nilai
maksimum sebesar 35, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 28,464.
Variabel ini terdiri atas 7 indikator yang menggambarkan persepsi wajib pajak terhadap
ketegasan hukum, sanksi, dan efektivitas petugas pajak. Nilai rata-rata yang mendekati
skor setuju (4) menunjukkan bahwa responden menilai penerapan hukum pajak sudah
cukup baik. Namun, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa persepsi
terhadap hukum dan penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap niat
kepatuhan pajak, sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran pajak pegawai lebih banyak
dipengaruhi oleh faktor internal dibanding ketegasan penegakan hukum.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori perceived behavioral control dalam Theory
of Planned Behavior (Ajzen, 2002) yang menjelaskan bahwa persepsi terhadap adanya
dukungan eksternal seperti hukum dan penegakan hukum dapat meningkatkan niat
individu untuk berperilaku sesuai aturan. Berdasarkan hasil penelitian, Law and
Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) tidak berpengaruh signifikan terhadap
Intention (Niat) wajib pajak membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini menunjukkan
bahwa keberadaan aturan dan sanksi perpajakan belum cukup memberikan dorongan
bagi wajib pajak untuk meningkatkan niat kepatuhan mereka. Responden mungkin
merasa bahwa penegakan hukum pajak belum sepenuhnya tegas atau belum langsung
berdampak terhadap mereka secara pribadi, sehingga tidak menimbulkan rasa takut
atau kewajiban tambahan untuk taat. Dengan demikian, persepsi terhadap hukum dan
penegakannya belum menjadi faktor dominan yang memengaruhi niat wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri & Shaleh (2022) dan Malati &
Asalam (2021) yang menyatakan bahwa hukum dan penegakan hukum tidak
berpengaruh terhadap niat wajib pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian
Yusuf Haji-Othman (2019) yang menemukan bahwa hukum dan penegakan hukum
berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Rebate (Potongan Pajak) terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Tax Rebate
(Potongan Pajak) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib pajak
dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari nilai p values yang dihasilkan
0,023 < 0,05. Diperoleh juga nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, serta nilai
parameter koefisien positif sebesar 0,150. Sehingga, hipotesis kesatu (H3.2) diterima,
maka dengan demikian Tax Rebate (Potongan Pajak) wajib pajak berpengaruh positif
terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil kuesioner, variabel Tax Rebate (Potongan Pajak) memiliki nilai
minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 15, dengan nilai rata-rata sebesar
12,373. Variabel ini terdiri atas 3 indikator yang menilai persepsi responden terhadap
manfaat potongan pajak yang diterapkan pemerintah. Nilai rata-rata yang mendekati
skor setuju (4) menunjukkan bahwa responden memiliki pandangan positif terhadap
kebijakan potongan pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Tax Rebate
berpengaruh positif terhadap Intention kepatuhan pajak, yang berarti semakin besar
persepsi manfaat yang dirasakan dari potongan pajak, semakin tinggi pula niat wajib
pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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Penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2002) di mana
faktor eksternal yang mempermudah individu dalam melaksanakan kewajiban akan
memperkuat niat untuk berperilaku sesuai aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Tax Rebate (Potongan Pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intention
(Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Artinya, adanya sistem
potongan pajak yang dilakukan langsung oleh perusahaan memberikan kemudahan dan
kepastian bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Responden
merasa bahwa mekanisme potongan pajak membantu menghindari keterlambatan,
mengurangi beban administrasi, serta meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak.
Oleh karena itu, potongan pajak dapat menjadi faktor pendukung yang meningkatkan
niat wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusuf Haji-Othman (2019) dan Yanti
dkk. (2021) yang menyatakan bahwa potongan pajak berpengaruh positif terhadap niat
wajib pajak.

Pengaruh Intention (Niat) terhadap Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Intention (Niat)
wajib pajak berpengaruh positif terhadap Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) wajib
pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari nilai p values yang
dihasilkan 0,000 < 0,05. Diperoleh juga nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, serta
nilai parameter koefisien positif sebesar 0,489. Sehingga, hipotesis kesatu (H4) diterima,
maka dengan demikian Intention (Niat) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Tax
Compliance (Kepatuhan Pajak) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil kuesioner, variabel Tax Compliance Intention (Niat untuk Patuh)
memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-
rata sebesar 20,416. Variabel ini diukur melalui 5 indikator yang mencerminkan
kesediaan, rencana, dan komitmen wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.
Nilai rata-rata yang mendekati skor setuju (4) menunjukkan bahwa sebagian besar
responden memiliki niat yang cukup tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan
dengan benar. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa niat wajib pajak memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang berarti niat menjadi
faktor penting yang mendorong perilaku kepatuhan aktual.

Penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang
menyatakan bahwa niat merupakan determinan langsung dari perilaku aktual
seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intention (Niat) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) wajib pajak dalam
membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti semakin besar niat wajib pajak
untuk patuh, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan aktual mereka. Responden
menunjukkan kesadaran bahwa membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab
terhadap negara yang harus dipenuhi, sehingga niat yang kuat untuk membayar pajak
mendorong mereka untuk tetap konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan dengan
baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pangestie & Satyawan (2019),
Karwur dkk. (2020), serta Yusuf Haji-Othman (2019) yang menyatakan bahwa niat
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan
penelitian Suryani & Yushita (2017) yang menemukan bahwa niat wajib pajak menjadi
faktor penting dalam menjembatani hubungan antara sikap dan kepatuhan pajak.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka
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diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Attitude (Sikap) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib
pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa Attitude
(Sikap) meningkatkan Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Subjective Norm (Norma Subjektif) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap
Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini
berarti bahwa Subjective Norm (Norma Subjektif) tidak dapat meningkatkan
Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak
penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa Law and Enforcement (Hukum dan
Penegakan Hukum) tidak dapat meningkatkan Intention (Niat) wajib pajak dalam
membayar pajak.

4. Tax Rebate (Potongan Pajak) berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib
pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa Tax Rebate
(Potongan Pajak) meningkatkan Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak.

5. Intention (Niat) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Tax Compliance
(Kepatuhan wajib pajak) dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti
bahwa Intention (Niat) meningkatkan Tax Compliance (Kepatuhan Wajib Pajak)
dalam membayar pajak.
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